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Huktum Administras Negara

RUANG LINGKUP

Pengantarn hukum tata negara Indenesia belum memysetara
mendalam kaidakaidah hukum tata negara pesitif, walaupun dissiniz
Ssecara sepintas lalu akan disinggung.

Pengantar hukum tata negara hanya akan membaheaszasacan
pengertiampengertian dar hukum tata negara yang berlakoaniesia.

DEEINISI

Beberapa definisi'yang akan diberikan di bawah emomjukan; bawa
ahli hukum tata negara masin terdapat perbedaaapandarenaasing
masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka apggtipg aka
menjadi titik berat dalam arti hukum tata negaexbPdaan ituisebabkan
karena pengaruh lingkungan dan pandangan hidupbenmnan.




\an Vollenhoven

Hukum Tlata negara mengatur sSemua masyarakat hulasamnadan
masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya aamasinemasing Itu
menetukan wilayah lingkungan rakyatnya damn akhimgaentukanadar
badan dan fungsinya mastasing yang berkuasa dalam lingkungan
masyarakat hukumi itu, serta menetukan, susunan eaenangnya arbadanr
padan tersebut.

Sebagal murnid dar Oppenheim yang terkenalldengaaranegaraialam
keadaan tidak bergerak, beliaun membedakan antamant Tata Neara
dengan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negaaurut Van
\ollenhoven adalah:

1. apa/mana-saja masyarakat hukum atasan serta wargany
2. lingkup peranan terhadap wilayah serta warganya.

3. kekuasaan macam apa yang deserahkan kepada amékkasedalamiap
masyarakat hukum.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara menurut vamexiayven adakah
Negara dalam Keadaan bergerak.




Paul schoelten memasukan hukum tata negara, hukonmigtrasi ngara dan
hukum! pidana ke dalam hukum publik karena ditijad pribadiyang melakukan
hubungan hiukum, tujuan hukum dan kepentingan yaigreserta aidah hukum
yang terumuskan.

b. Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yangmengatur aasimegaravienurnut
LLogemann; jabatan merupakan pengertian yurndisfdagsi sedaman fungsi
adalah pengertian bersifat sosiologis. Karena reg@nrupakaniganisasi yang
terdini atas fungsfungsi dalam hubungannya satu dengan yang lairenya s
ket;seluruhannya, maka dalam anti juridis, negaraipaan orgaisasiidar jabatan
jabatan.

Ruang lingkup-hukum tata negara menurut Legemann :

1. persoonsleer/ajaran tentang pribadi yaitu, masalasalah manusia sebagai
subjek hukum yang mempunyai kewajiban, hak pers@si, perwallan, timbul
dan hilangnya kepribadian hukum atau hak organipasibatasawewenang.

2. gebiedsleer/ajaran tentang lingkup laku : mengeatashatas; carzara,
waktu dan lingkup wilayah pribadi atau kelempokopdi(Sebagasubjek hukum)
dapat bersikap tindak atau berperikelakuan mermkaidarzkaidah yang| berlaku




C. Seernjene Seekanto dan Purnadi Pubacaraka

Hukum Tata negara menurut Soerjono Soekanto daraBiUPurbacaika,
it permasalahan hukum tata negara adalah :

a. Status/kedudukan yang menjadi subyek/pribadntalukum neara
1. siapa penguasa/pejabat negara dan apa lerlEmaga negara.
2. Slapa warga negara dan bukan warnga negara.
o]

Role/peranan.
Role ataul peran ini terdir dari:
1. Menurut hukum.

Yaitu'kewajiban dan hak, tetapi hal ini' biasanyaasutuk digstikan,
oleh karena itu ada rumus hak publik yaitu kewajipablik danbila
peranan ini dilihat dari hubungan hirarkis maka loligéekuasaadari
penguasa atau atasan ketaatan dar warga atau bawahan

Peranan wantah, yaitu peranan diluar hukum tagktizertentanan
dengan hukum.




Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

Sepertilapa yang telah diuraikan di atas, bahwaihukdministrai Negara merupakan
bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, noakatara p= ahli hukum masih
terdapat perselisihan pendapat tentang hubunganmiiiata Negar dan Hukum
Administrasi Negara.

Pada garis besarnnya pendependapat para ahli hukum ituidapat dibagi dalamgdiangan
yaitu:

a.  Yang membedakan Hukum Tata Negara dan Hukum AdirasisNegarasecara
prinsipiil,

Tidak membedakan secara tajam baik mengenai ststimaupun. magenai‘isinya, jadi
tidak terdapat perbedaan yang bersifat azasi, nkeaihanya k&na pertimbangan manfaat

saja. Hukum Administrasi Negara itu merupakan bagiakum TataNegara dalam arti luas
dikurangi dengan Hukum-Tata Negara dalam arti sempi

Legemann yang dalam bukun{@ver de theorie van een stellig staatsreamngadakan
perbedaan secara tajam antara Hukum Tata Negatdukam Adminstrasi Negara. Untuk
membedakannya isi, bertitik tolak pada sistimatikim pada ummnya yang meliputi tiga
hal, yaitu :

iF ajaran tentang status (persoonsleer),
2. ajaran tentang lingkungan (gebiedsleer),
3. ajaran tentang hubungan hukum (leer de rechtslixaigpk




Hubungan Hukum Tata Negara dan HukumAdministrasjdyia itu marpakan suatu; macam
hukum' khususals byzonder soort van recht) yang mempunyai obyek penyelidikan hukum,
maka sistimatik hukum pada umumnya itu dapat diteaa pula tdiadap Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Sistimatik dalam bukunya tersebut di atas dibalgagai berikut
1. Hukum Tata Negara dalam, arti sempit meliputi :

a. Persoonsiear yaitulyang mengenai perseon dalam: arti hukum: yaelgpoti hakdan
kewaljiban manusia, personifikasi, pertanggungamimuanir darmilangnya hak dan
kewajilban tersebut, hak organisasi, batasziasan dan wewenang.

of gebiedsleer, yang menyangkut wilayah atau lingkungan:di maumaum, itur beraku
gan %anggl termasuk dalam lingkungan itu adalah wa&topat damanusia atau kelompok
an benda.

2. Sedangkan-Hukum Administrasi Negara meliputi ajan@mgenai hubngan hukum
(leer der rechtsbetrekkingen).

Jadi menurut Logemann, Hukum Tata Negara itu mesygret

a. susunan dari jabatgabatan,

b penunjukan mengenai pejaigeejabat,

C. tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu,

d kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan,




e. patas wewenang dan tugas dari jabatan terhadaghddan oranmrang yang
dikuasainya,

fi hubungan; antar jabatan,

g. penggantian jabatan,

h. hubungan antara jabatan dan penjabat.

Hukum Administrasi Negara mempelajari jenisnya,tbkiserta husm yang dilakukan oleh para penjabat
dalam melakukan tugasnya.

Dalam karangannya yang lain, van Vollenhoven memdagum TataNegara dalam Hukun Administrasi
Negara agak berlainan dari' karangannya yang semaulerpendzet bahwa semua peraturan hukum yang
tidak termasuk dalam Hukum Tata Negara Materikum perdata rateriil dan hukumi pidana materiil,
dimasukkan dalam Hukum Administrasi Negara.

Dengan demikian van Vollenhoven mengartikan Hukumistrasi Negara akan meliputi seluruh
kegiatan negara dalam arti luas, jadi tidak haaysatas padtugas pemerintahan dalam.anti sempit saja,
tetapl juga meliputi tugas peradilan, polisi dagas membuateraturan.

Menurut van Vollenhoven Hukum Administrasi Neganzadi dalam :
1. bestuursrecht (hukum pemerintahan),

2 justitierecht (hukum peradilan),

3. politierecht (hukum kepolisian), dan

4 regelaarsrecht (hukum perundampangan).




ASAS-ASAS DI DALAM HUKUM TATA NEGARA
Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara Hukum danlhe Rule of Lavi.
Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi.
Demokrasi Langsung dan Demoekrasi Perwakilan.

Pemisahan Kekuasaan agdfheck and Balancés

Sistem Pemerintahan Presidentiil

PENGERTIAN RUANG LINGKUP DAN SUMBER HAN

Profi. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan Hukum Admatrasi Ne@ra
sebagai berikut:

“Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mendaniang selk
beluk administrasi negara dan hukum yang merupaksinanataan
administrasi negara itu sendiri




Dari definisi di atas dapat disimpulkan; hahwa, hokdministrasnegara mengatur;
empat hal, yaitu:

erganisasi/institusi;
bagaimana mengisi jabatbhatan dalam organisasi tersebut;

bagaimana berlangsungnya kegiatan/pelaksanaandeggabatagabatan
tersebut;

bagaimana pemberian pelayanan dari aparatur paalesmkepadmasyarakat.

LETAK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM SISTEMATIKA I LMU
HUKUM

lImu Hukumi Administrasi' Negara adalah suatu sisterrah dan meupakan salah
satu cabang limu. Hukum yang lambat laun merupakatusdisiplinhukum
tersendiri. Dengan memperlakukan Hukum AdministheEsgara sebai suatu
disiplin iimiah, maka kita menerima dua hal, yaitu:

menerima Hukum Administrasi Negara sebagai objekstiadi danpendidikan
iImiah;

menerima Hukum Administrasi Negara sebagail sustatkan daritairan hukum
tertentu yang memerlukan metoda tersendiri.




Di dalam memperiakukan hukum administiasi negaragl suatuisiplin iimu;
maka kita akan menjumpal pertanyaan mengenal pasuayang tes dengan
cabanecabang ilmu hukum lainnya, terutama dengan Hukuta Hagara.

Memang hbanyak dibahas tentang pembedaan atau pamiaatara Hum
Administrasii Negara dengan Hukum Tata Negara. Uk#aitan itu erdapat dua
golongan besar, yaitu:

Golengan pertama, yang membedakan hakekat Hukummisimasi Neara
dengan Hukum Trata Negara. Pada umumnya adalalsqaaaa hukundi
Perancis, Inggris, Amernika Sernikat dan negazgarna sesialls.

Golongan kedua, berpendapat bahwa tidak terdapadgean hakikantara Hukum
Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Gaomi banyk terdapat di
Negeri Belanda dan tersebar pula dii tanah air kita.

Menurut Prof. Prajudi-Atmosudirdje, antara HukummAidistrasi Ngara dengan
Hukum Tata Negara, tidak terdapat perbedaan phingipidis. HTN-adalah
Aukum yang mengatur keseluruhan aspek konstitggsiragsedan@n HAN ialah
hukum.yang mengatur satu aspek dari konstitusiraggaitu asgk administrasi
negara.

Hubungan antara HTN dengan HAN adalah mirip sepetdungan aera Hukum
Perdata Umum dengan Hukum Dagang, sehingga beiaExuSpecialis Deregat
Lex Generalis. Asasasas yang berlaku dalami HTN yang berkaitan dengan
Administrasi Negara, berlaku pula bagi HAN.




Dalam menjalankan tugas tersebut, seerang pejabanstirasi egara dibatasi
oleh asassas sebagail berikut:

Asas Yuridikitas (rechtmatingheid): bahwa setiajldkan pejalizadministrasi
negara tidak hoeleh melanggar hukum (harus sesngemerasa kalilan dan
kepatutan) jadi tidak tertulis.

Asas lLegalitas (wetmatigheid): bahwa setiap tindgkgabat adimistiasii negara
hanus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasamaagdasinya)Apalagi
Indenesia adalah negara hukum, maka azas legatitaah hallyag, paling utama
dalam setiap tindakan pemerintan.

Asas Diskresi dari Freis Ermessen yaitu kebebasarseorang ejabat
administrasi-negara untuk mengambil keputusan Bartan pendatnya sendiri
tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.

Dengan demikian, setiap pejabat administrasi neg@ai bolenmenolak
mengambil keputusan bila ada seorang warga mastarsngajukapermohonan,
dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya.

Namun penggunaan; kewenangan diskresioner ini kadEagnenimblkan akibat
negatif, bila penggunaannya terlalu berlebihan.




Akibat tersebut adalah:
= Abuse of power (pelampauan kewenangan)
s Detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang)
atau
s Ultravires (penyalahgunaan wewenang)

Oleh karena itu, walaupun seerang pejabat adnmsistiegara mmpunyail
kebebhasan untuk mengambil keputusan, namun 1ateEt&pt padasas yundikitas

dan legalitas.
Mengenail Diskres| ada dua macam, yaitu:

(1). Diskresi terikat yaitu: Kebebasan dari seoranghzjadministasi negara
untuk mengambil keputusan, yaitu dengan menentphidian yangtelah
ditentukan dalam peraturan perundamaangan.

(2). Diskresi bebas yaitu: kebebasan dari seorang, egabanistrashegara
untuk mengambil keputusan yaitu dengan membentpltkean baritkarena tidak
ditentukan (diatur) dalam peraturan perunéendangan.

Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)/Algemermgriselen van
Behoorlijk Bestuur merupakan jembatan antara ndmkaim dan nana etika,
yang merupakan asas tidak tertulis.




Asacsasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), pertakenthangkan di
Belanda. Pada tahun 1950, De Monchy mengadakami@ngurispudensi
Belanda. Hal ini dilakukan atas permintaan rakgeiddap pemdungan hukum
bagi penduduk Belanda.

Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan hardarg/a asaasas umum: dalam
rangka menciptakan pemerintahan yang Balk/AUPB yamri dari

Asas kepastian hukum

Asas keseimbangan

Asas kesamaan

Asas bertindak cermat

Asas permainan.yang:layak

Asas keadilan dan kewajaran

Asas perlindungan atas pandangan hidup
Asas kehijaksanaan

Asas penyelenggaraan kepentingan umum




RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Isi dani lingkup HANI secara tegas baru pada tahun dReéikansecara
konkrit oleh VVan Vallenhoven. Setelah mengadakamnpauan yanduas
tentang pembidangan hukum terutama di' negegara Perancis, Jerman
dan Amernka Vani Vallenhoven telah menggambarkanissiama
mengenal tempat HAN di dalam kerangka hukum selyaian

Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian tdréengan seutan

“Residu Theorig Van Vallenhoven dalam skemanya itu menyajikan
pembidangan seluruh materi hukum sebagai berikut:
Staatsrecht (materieel/Hukum Tata Negara) meliputi:
s bestuur(pemerintahan)
= rechtspraak (peradilan)
= politie (kepolisian)
= regeling (perundargndangan)
Burgerlijkerecht (materieel/Hukum Perdata)

Strafreht (materieel/Hukum Pidana)




s Administrasi Negara /materieel & formeel Hukum
administrasi negara (M&FE) meliputi:

s pestuursrecht (hukum pemerintahan)
s |ustitierecht (hukum peradilan) yang meliputi:

= Staatsrechterlijke rechtspleging (formeel/staatsreeradilan
tata negara)

Administratieve rechtspleging (formeel) administragent
(peradilan-administrasi negara)

= Burgerlijke rechtspleging/ hukum acara perdata
= Strafrechtspleging/ hukum acara pidana

= politierecht (hukum kepolisian)
s regelaarsrecht (hukum proses peruneamaangan).




